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TENTA
MLAH SURArI\SEF)%laéﬁH PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN ( SPP-UP)
AT PERIN YARAN GANT| UANG PERSEDIAAN ( SPP-GU )

TUAN KERJA PERANGKAT

R
pA SA

ERATURAN BUPAT| KUDuUs

NOMOR = 34 TAHUN 2009

TANG

DAERAH DI
TAHUN ANGGARAN 2009 FABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

bahwa berdasarkan ketenty
Negeri Nomor 13 Tahun
Keuangan Daerah sebagai
Menteri Dalam Negeri Nomo
Peraturan Menteri Dalam N
batas jumlah Surat

( SPP-UP ) dan Surat p
( SPP-GU ) ditetapkan d

an Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam
2006 tentang Pedoman Pengelolaan
mana telah diubah dengan Peraturan
r 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
egeri Nomor 13 Tahun 2006, penetapan
Perintah Pembayaran Uang Persediaan
erintah Pembayaran Ganti Uang Persediaan
engan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421 );
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Undang-Undang Nomg, 3

Lembaran Ne ahun 29
Erambahan Ler%ir:rasepubllk Ind()n?»ten_traa’;‘%pemerintahan Daerah
sebagaimana telgh bEbEragara Republig !ndof':eZiOM Nomor 125,
Undang Nomor 1 Tahy li diubah terakhir{:’dal Nomer 4G
Undang - Undang entang Peruba;wa:r?air; L;nda:;ga;
Daerah (Lembaran Negar, Ro’ Tahun 2004 temtang Perrrrtah
Tambahan Lembar epUbhk |nd0n : g Pemerintahan
an Negar Repubiik Indgila Tahun 2008 Nomor 59,
e

sia
Undang-Undang Nomor 33 s Nomor 4844 )
a

Keuangan antarg . un 2004 :
Lemaan Negara Ropu 2 Pusat da ametyror e
Tambahan Lembg 'K Indonesia Tah

fan Negara Republik IndonesliJ: Nzoorr?gr 4%?? -

uangan Pir.: 2004 tentang Kedudukan
Rakyat Daerah (Lemt?aranpl&npma" dan Anggota Dewan Perwakilan
Nomor 90 Tambahan L egara Republik Indonesia Tahun 2004

embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4416) sebagai
’ m
dengan Peratyran gem:r?;a:\ela[\z] beberapa kali diubah terakhir

Perubahan Ket; Omor 21 Tahun 2007 tentan
tentaing Keciu?&i?; :d;ls Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 200?1
Dewan Penyakian |raot::koler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Indonesia Tahyn 200? yat Daerah (Lembaran Negara Republik
Republik Indonesia Nomorm‘;’) 47, Tambahan Lembaran Negara
eratu i

Zkuntarr?; I;an:g'mah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Tahun 2005 Nogqn;?hig (#embaran Negara Republik Indonesia
Indonesia N0mor4503)- » 'ambahan Lembaran Negara Republik

gz;t:t:a&;neg?rmt;h Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
136, Tambah an Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
' an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
Peraturan  Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Penmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
§507rré<)).r 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturap Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
Informasi Keuangan Daerah (

Tahun 2005 Nomor 138, T
Indonesia Nomor 4576)

tentang Sistem
Lembaran Negara Republik Indonesia
ambahan Lembaran Negara Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
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peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2006

o tentang Pelaporan
Keuangan dan Klner;a Instang; Pemerintah (Lemb?agran Nzgara
Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614) |

cuangan Daerah, sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dajam Negeri Nomor 959 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peratyran Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata

cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertan ungjawaban
Bendahahara Serta Penyampaiannya: P ggung]

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Pokok — Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun

Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009
Nomor 1);

MEMUTUSKAN -

PERATURAN = BUPAT|I TENTANG BATAS JUMLAH SURAT
PERINTAH PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN ( SPP-UP ) DAN
SURAT PERINTAH PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN

( SPP-GU ) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Bupati adalah Bupati Kudus.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku
pengguna anggaran / pengguna barang.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
mempunyai  tugas melaksanakan  pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

5. Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat

pengisian kembali ( revolving ) yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.
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7 Surat Perrtah Fermbayacan Tambanar Uarg Persedass 1879
seianptrtyd deingkal SPP.TY adaiah dea pmen any daykan oeh
pendahdrd  pengeluatan  uotuk  permedaan  taepatan UAN9
persediaan QUN3 Melakeanaban kegialan Satuan Kena parangial
(aerah yang berufa! mendesak dan tdar dapat digunakan UPtK
pembayaran langsung dan uang persediaan

Pasal 2
(1) Penetapan batas Jumiah SPP-UP adaiah sebesar belanja pegawa!
ditambah belanja barang dikalikan 50% ( lima puluh perseratus )
dibagl 4 ( empat )
(2) Batas jumiah SPP-UP pada SKPD di Kabupaten Kudus Tahun

Anggaran 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.

Pasal 3

Pengajuan besaran SPP-UP pada tiap SKPD tidak boleh melebihi
batas jumlah SPP-UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 2 ).

Pasal 4

SPP-GU diajukan dalam rangka Ganti Uang Persediaan.

Pasal 5

Dalam hal penggunaan Uang Persediaan ( UP ) SKPD yang
memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak,
sedangkan sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD
dapat mengajukan SPP-TU.

Pasal 6

Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari

PPKD dengan memperhatkan rincian kebutuhan dan waktu
penggunaan.




dangka

atanggal -
(£TARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Pasal 7

Sisa dana dar penga;
Bendahara Pengeluarg
kembali ke kas daerah

uan SPp.yp

N. Pada akhir yang masih ada di rekening

tahun anggaran harus disetor

Pasal 8

eraturan B Lini i
=) upati ini mulaj berlaky pada tanggal 1 September 2009

Agar setia
Pgraturan %ug:t‘in?mmd‘;”nge;ahumya. memerintahkan pengundangan
Kabupaten Kudus =80 Pe€nempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Kudus

n di Kudus
ACULTUS 200

BADRI HUTOMO
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